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Bupati: Koordinasi TPID dibutuhkan tekan inflasi Bone Bolango 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/237765/bupati-koordinasi-tpid-dibutuhkan-tekan-inflasi-bone-bolango  

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Bupati Bone Bolango Merlan S Uloli menyebut dibutuhkan 

koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna menekan angka inflasi di Kabupaten Bone 

Bolango, Provinsi Gorontalo pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah. 

 

"Koordinasi yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga bisa 

berjalan secara maksimal," ucap Merlan Uloli di Bone Bolango, Kamis. 

 

Menurut dia, TPID harus dapat mendeteksi lebih awal kenaikan harga kebutuhan pokok yang biasa 

terjadi pada bulan puasa. Hal itu dilakukan agar secepatnya bisa mencari solusi yang tepat. 

 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Bolango Suparno mengungkapkan kenaikan 

Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Bone 

Bolango dengan nilai 10,64 persen. 

 

"Komoditi yang mempengaruhi kenaikan IPH ini yaitu beras, cabai rawit, dan cabai merah," ungkap 

Suparno. 

 

Ia mengungkapkan, untuk harga beras di Kabupaten Bone Bolango pada hasil pendataan sementara 

bulan Maret berada pada angka Rp17.500 sampai Rp18.000/kilogram. Angka tersebut mengalami 

kenaikan dibanding bulan Februari 2024. 

 

Sementara untuk harga cabai merah dan cabai rawit berdasarkan pendataan sementara bulan Maret 

tahun 2024 berada di harga masing-masing Rp40.000 dan Rp70.000/kilogram. Harga ini juga 

mengalami kenaikan jika dibandingkan bulan Februari tahun 2024. 

 

Kepala Bulog Cabang Gorontalo Munafri Syamsudin membeberkan, guna menekan angka inflasi di 

Kabupaten Bone Bolango pihaknya bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait gencar 

melakukan operasi pasar dengan menjual beras SPHP kepada masyarakat. 

 

"Untuk stok yang ada di Bulog Insya Allah masih mencukupi hingga sebulan ke depan," kata Munafri. 
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Catatan: 

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi 

Nasional:  

1. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat; 

b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan 

c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Pasal 4 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf b, mempunyai tugas: 

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan 

pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi; 

b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan 

kebijakan pengendalian inflasi nasional; 

c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi; 

d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan/atau 

e. melakukan langkah-Iangkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan 

permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. 

3. Pasal 4 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan 

wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari 

pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi. 

4. Pasal 4 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

5. Pasal 4 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap 

perlu. 
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6. Pasal 5 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas: 

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan 

pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota; 

b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten kota dengan 

memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada 

tingkat provinsi; 

c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota; 

d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian 

Inflasi DaerahProvinsi; dan/atau 

e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan 

permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota. 

7. Pasal 5 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh 

bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta 

sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerahyang terkait dengan 

inflasi. 

8. Pasal 5 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

9. Pasal 5 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 

tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang 

dianggap perlu. 

10. Pasal 6 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan 

tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian 

Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

11. Pasal 6 ayat (3), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil 

pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara 

triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

12. Pasal 7 ayat (1), Ketentuan mengenal mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi 

Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah 

Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. 

13. Pasal 7 ayat (2), Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Menteri Dalam Negeri. 

14. Pasal 8, Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas: 
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a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, serta sumber lain yang sah; 

b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan 

c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah. 

15. Pasal 9, Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan 

Pejabat Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota tidak mengurangi wewenang serta independensi 

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

B. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah Kabupaten/Kota: 

1. Pasal 8 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi 

dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi 

Kabupaten/Kota. 

2. Pasal 8 ayat (2), Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum 

rapat koordinasi yang terdiri atas: 

a. rapat koordinasi nasional;  

b. rapat koodinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;  

c. rapat koordinasi pusat dan daerah;  

d. rapat koordinasi satu provinsi;  

e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan  

f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah. 

3. Pasal 12 ayat (1), Rapat koodinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) huruf c merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menghasilkan 

kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah. 

4. Pasal 12 ayat (2), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

5. Pasal 12 ayat (3), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku 

Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah selaku 

Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. 
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6. Pasal 13 ayat (1), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) huruf d merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk 

pengendalian inflasi. 

7. Pasal 13 ayat (2), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

8. Pasal 13 ayat (3), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri 

oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah 

provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. 

9. Pasal 13 ayat (4), Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan 

memimpin Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Rapat 

digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah 

Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. 

10. Pasal 13 ayat (5), Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota 

berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka 

keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. 

11. Pasal 16, Dalam hal diperlukan, rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 

(2) dapat mengundang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi 

Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku 

kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. 

12. Pasal 17 ayat (1), Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja atau Sekretariat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) 

bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

13. Pasal 17 ayat (2), Dalam hal diperlukan, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi 

Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim 

Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku 

kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. 


